BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

Menimbang

oa.

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan
mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan
pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin dalam melaporkan dan mengumumkan harta
kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam
rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu

mengaturnya dalam suatu kebijakan daerah,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;



Mengingat

.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1939 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun
1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56} dan Undang-
Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun
1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 i) ;
Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851};

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135};

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07  Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin {Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANG LAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah  Kabupaten
Musi Banyuasin.

Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.



10.

11.

12.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin baik yang berbentuk Perseroan
Terbatas maupun Perusahaan Daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
Aparatur Sipil Negara Kabupaten Musi Banyuasin.

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat
KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan
meningkatkan dayaguna dan hasil guna terhadap upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen
dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau
pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta
kekayaan aparatur sipil negara yang dituangkan dalam KPK
E-LHKPN,

Unit Pengelola LHKASN adalah unit yang membantu

kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKASN.



1.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan
Penyelenggara Negara dan ASN yang menaati asas umum
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi dan nepotisme.

Penyampaian LHKASN dimaksudkan untuk membangun
integritas ASN sehingga tercipta ASN yang bersih dan

berwibawa.

BAB III
WAJIB LAPOR LHKASN

Pasal 3

(1) Seluruh ASN secara bertahap wajib menyampaikan
LHKASN.

(2) Penetapan secara bertahap wajib menyampaikan LHKASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Untuk tahun 2017 wajib LHKASN adalah semua ASN
yvang menduduki Eselon IV dan Eselon V;

b. Untuk tahun 2017 wajib LHKASN disamping
sebagaimana dimaksud huruf a adalah semua ASN
golongan 1V yang belum menduduki jabatan struktural;

c. Untuk tahun 2018 wajib LHKASN disamping sebagai
dimaksud huruf a dan huruf b adalah semua ASN di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
secara bertahap.

(3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bagi pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor
Laporan Harta Kekayaan Penyenggara Negara (LHKPN} ke
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meliputi:

a. Bupati Musi Banyuasin;



Wakil Bupati Musi Banyuasin;
Pejabat Struktural Eselon I disamakan,;
Pejabat Struktural Eselon II disamakan;
Pejabat Struktural Eselon III disamakan;
Kuasa Pengguna Anggaran,;
Pejabat Pembuat Komitmen;
Auditor, Audiwan, P2UPD;dan
Bendahara Pengeluaran OPD

Pasal 4

PRS0 a0 o

[
.

(1} LHKASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1)
disampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Negara melalui Tim Pengelola LHKASN pada Inspektorat
Daerah.

(2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) akan
dilakukan verifikasi oleh APIP.

(3) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu} rangkap
disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengelola LHKASN
dan 1 (satu) disimpan oleh ASN yang bersangkutan.

BAB IV
JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN

Pasal 5

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

disampaikan paling lambat:

a) 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan,;

b) 1 (satu) bulan setelah Aparatur Sipil Negara tersebut
diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan

c} 1 {satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.



BAB V

UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 6

(1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKASN dibentuk Unit
Pengelola LHKASN.

(2) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri dari :

a). Penanggungjawab : Sekretaris Daerah,;

b). Ketua : Inspektur
Wakil Ketua : Asisten 1
c). Anggota : 1. Kepala Badan Kepegawaian

Daerah dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia;

‘2. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah; dan

3. Kepala Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah
d). Sekretanat
1. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah;
2. Wakil
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Administrasi
dan Umum Inspektorat Daerah;
3. Anggota : Kepala Sub Bagian Perencanaan

Inspektorat Daerah;

1 orang Administrator Aplikasi
LHKASN,;

1 orang User Aplikasi LHKASN;

1 orang Staf Operasional.



{3) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Mengkoordinir dan mengelola LHKASN bagi ASN di
Daerah

b. Menyampaikan LHKASN kepada KPK bagi ASN di
daerah;

c. Melaporkan hasil pelakasanaan pengelolaan LHKASN
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

d. Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7
(1) Setiap Perangkat Daerah wajib membentuk Pengelola
LHKASN.
(2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling banyak 2 (dua) orang.
(3) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepéla Perangkat Daerah.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 8

{1} ASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang wajib lapor
LHKASN, jika tidak melaksanakan kewajibannya
dikenakan sanksi administratif berupa peninjauan
kembali/penundaan/pembatalan dalam jabatan dengan
tahapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

(2) Pejabat di lingkungan Aparat Pengawas Internal
Pemerintah yang membocorkan informasi tentang LHKASN
dikenai sanksi administratif berupa  peninjauan

. kembali/penundaan/pembatalan dalam jabatan dengan
tahapan sesuai etentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu
pada Tanggal D F ormser 2017

f BUPATI MUSI BANYUASIN

P\u/

H DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada Tanggal : I3 okToner. 2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANY UASIN TAHUN 2017 NOMOR: 58
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